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ABSTRAK
Muhammad Iqbal. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. (Dibimbing oleh Hasnawi                     dan Risma)

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi kebijakan system zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru.(ii) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor determinan yang menjadi pendukung dan penghambat suatu implementasi kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengutamakan kedalaman data, kemudian menilai dan menginterpretasikannya. Adapun lokasi Penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data yang sifatnya primer dan sekunder. Fokus (i) Implementasi kebijakan sitem zonasi khususnya proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bulukumba. (ii) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sistem Zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bulukumba. Deskripsi Fokus (i) Komunikasi (ii) Sumber daya (iii) Disposisi (iv) Struktur Birokrasi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data yang sifatnya primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data berupa,observasi,Wawancara dan Dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Implementasi Kebijakan sistem zonasi pada dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba belum maksismal berjalan sebab masih banyak orang tua siswa yang tidak paham tentang PPDB online dan sarana dan prasana ruangan kelas belum mendukukng untuk pelakasanaan PPDB online dengan sistem zoansi di Kabupaten Bulukumba (ii) Faktor Pendukung internal dan faktor pendukung eksternal faktor pendukung ekternal Permendikbud No 20 Tahun 2019 dan faktor Internalnya Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba No. 1884/2285/VI/Tahun 2020. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sarana dan prasarana ruangan Kelas. Masih banyaknya orang tua siswa yang tidak paham tentang PPDB online di karenakan tingkat pendidkan dan propesi yang berbeda dari orang tua siswa, tidak terlibatnya orang tua siswa secara langsung dalam sosialisasi PPDB online karna Covid 19 dan kurang anggaran PPDBonline.

























BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berbicara tentang implementasi maka dapat juga memaknai bahwa adanya suatu peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah sehingga harus direalisasikan kemasyarakat dan hal juga merupakan sebagai salah satu deretan keputusan dari sebuah relasi sehari-hari yang tidak mendapat perhatian di kalangan sarjana yang menyelami sistem politik. Istilah Implementasi dapat dianggap sebagai hal biasa dengan kata lain tidak mengandung problem besar seperti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Teroris, dan lain sebagainya. Padahal yang kita ketahui dalam implementasi atau studi implementasi itu membutuhkan suatu kelompok atau tim untuk menjalankan secara terstuktur, karena motivasi yang ada didalam politik sangat  erat kaitannya dengan kepentingan. 
Implementasi juga dapat dimaknai sebentuk tahapan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah guna dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyrakat sehingga kebijakan tersebut dapat direalisasikan sehingga membawakan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Ada beberapa tahapan kegiatan salah satunya mempersiapkan sebuah aturan lanjutan yang merupakan klarifikasi dari sebuah kebijakan. Namun demikian dari undang-undang maka muncul beberapa peraturan baik peraturan pemerintah pusat, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Dalam menggerakan implementasi yang termasuk didalamnya sarana dan prasrana, sumber daya keuangan, dan seseorang yang diberikan amanat oleh masyarakat sebagai pengambil kebijakan maka hal yang perlu dipersiapkan yaitu seorang pemimpin yang memliki potensi dalam mengambil suatu kebijakan tanpa adanya diskriminasi.
Dalam (RI, 2000) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga yang menjadi tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu: pertama, mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, kedua, mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing dalam pasar kerja global, dan ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi yang ada daerah, sistem pendidikan Nasional dituntut untuk melakukan suatu perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan yang ada di daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
Salah satu amanat dari (RI, 2003) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “Negara wajib menyediakan pelayanan  pendidikan  bermutu  bagi  semua  warga  negara”. Oleh  karena  itu pemerintah   dan   pemerintah   daerah   berkewajiban   memberikan   pelayanan pendidikan    yang    bermutu    dan    berkualitas    serta    berhak    mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menganut prsinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :
1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran,
4) Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Adanya pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.
Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terplilih dan terbaik, Penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “labeling” sekolah yang mempertahankan “status quo” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.
 Munculnya permaslahan diatas sebagai pusat perhatian pemerintah terhadap Pendidikan maka melakukan terobosan melalui kebijakan zonasi dengan harapan pelayanan Pendidikan yang merata. Dikutip dari laman resmi berita Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. “Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan” ujar Mendikbud dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan atau Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018. Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, tambahnya. Menurut Mendikbud, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir 'kastanisasi' dan 'favoritisme' dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah.
Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan,(Permendikbud, 2019) Namun  fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai apa yang di harapkan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem zonasi khususnya pada proses penerimaan peserta didik baru, tidak efektifnya komunikasi atau sosialisi pemerintah terhadap masyrakat tentang proses pelaksanaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sehingga kebijkan zonasi tidak berjalan dengan baik, kurangnya pengawasan dalam proses penerimaan peserta didik baru sehingga terjadi mal administrasi, dan tidak kondusipnya jumlah sekolah dengan jumlah siswa yang mendaftar dengan demikian sistem zoanasi tidak berjalan efektif.  
Pada observasi pertama yang dilakukan peneliti salah satu upaya pemerataan pendidikan di Kabupaten Bulukumba kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem zonasi yang merupakan perpanjangan dari program Kemendikbud dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Sejak tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba telah melakukan ujicoba didaerah tertentu tentang kebijkan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Bulukumba. Dalam hal ini sebuah kebijakan baru tidak selalu apa yang diharapkan, adanya permaslahan yang terjadi dalam proses penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Kabupaten Bulukumba dikarenakan: Ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah yang kurang, belum optimalnya pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pembelajaran. ini terlihat pada penyebarannya yang belum merata sehingga terjadinya kesenjangan rasio guru terhadap siswa utamanya antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman, dan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem zonasi sehingga banyak mengalami kendala dalam mendaftarkan anaknya kenjenjang yang lebih tinggi melalui sistem zoansi, domisili orang tua calon siswa baru menjadi salah satu factor permaslahan dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan akses internet untuk daerah pegunungan masih terjangkau (minm).  
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan maslah penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terhadap proses penerimaan peserta didik baru? 
1. Faktor determinan apa yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terhadap proses penerimaan peserta didik baru?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru.
1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor determinan yang menjadi pendukung dan penghambat suatu implementasi kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam proses penerimaan peserta didik baru.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.	Manfaat Teoretis
Sebagai salah satu bahan perbandingan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai kebijakan pemerintah melalui sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru, dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang administrasi publik.
2.    Manfaat Praktis
Menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi para praktisi pengelola penerimaan peserta didik baru dalam membenahi  kebijakan sistem zonasi.
BAB II PEMBAHASAN
Berdasrkan dari hasil yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diuraikan hasil pembahasan penelitian tentang Implementasi Kebijikan Sistem Zonasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Mengah Pertama (SMP) dapat diukur melalui pandangan George C. Edward III Model Implementasi Kebijakan. ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil atau gagal (Winarno, 2012) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau kecenderungan, dan yang terakhir struktur birokrasi. Hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.
1) Komunikasi
Variabel komunikasi sangat menenentukan efektivitas implementasi kebijakan kebijakan publik. Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung dari adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenai apa yang harus dikerjakan dan hal ini ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik. Oleh karena itu setiap keputusan dan peraturan kebijakan harus ditransmisikan secara tepat akurat kepada pembuat kebijakan dan para implementor, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi, Kejelasan Komunikasi dan Konsistensi dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Bulukumba sudah berjalan cukup baik, 
a) Transmisi
Melalui transmisi agar kebijakan publik mengenai PPDB online dapat dismpaikan kepada pelaksana (implementors) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba sehingga PPDB online di Kabupaten Bulukumba dapat dijalankan sesuai Permendikbud No 44 Tahun 2019 dengan harapan pemerintah untuk pemerataan Pendidikan. transmisi dalam pelaksanaan PPDB online di Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik melalui rapat dengan pihak sekolah dan sosialisasi kepada orang tua siswa yang melalui media seperti Facebook, group WhatsAap dan web masing-masing sekolah ada yang juga secara manual melalui papan informasi sekolah dan spanduk yang terpasang disekolah. Akan tetapi adanya sedikit masalah dengan di berikannya dari pihak sekolah tanggun jawab dalam PPDB online ini dilakukan dengan web masing-masing sekolah sehingga adanya kebebasan orang tua mendftarkan anaknya disekolah yang mana anaknya inginkan dan perbedaan latar belakang yang berbeda dari wali siswa sehingga dapat menyulitkan pemahaman tentang PPDB oline.
b) Kejelasan Komunikasi
Komunikasi yang jelas agar arah kebijakan yang ditrasmisikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, agar guru dan orang tua siswa dapat mengetahui bahwa dengan adanya PPDB online ini sebagai harapan pemerintah sebagai pemeretaan Pendidikan dan memutuskan mata rantai yang menjadi pola pikir masyarakat mengenai sekolah pavorit. Kejelasan komunikasi PPDB online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba itu sudah jelas proses, Dinas Pendidikan membagi 7 jalur dalam proses PPDB online yaitu jalur inklusi, afirmasi, prsertasi, perpindahan orang tua, Zonasi, Non zonasi dan dari luar Bulukumba, pada peraturan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba membagi dengan rombongan belajar (rombel). SMPN 1 Bulukumba sendiri mendpatkan 11 rombel sedangkan SMPN 2 Bulukumba itu sendiri mendapat 9 Rombel untuk orang tua yang belum paham pihak sekolah melakukan pemanggilan kepada orang tua baik secara langsung mauapun melalui Group WahtsAap atau Facebook untuk diberikan atau dipandu tentang cara pembuatan akun PPDB online untuk orang tua yang memiliki HP androit dan orang tua yang tidak memilik HP android langsung di buatkan akun pendaftaran secara langsung oleh panitia PPDB online dan proses penerimaan PPDB online di Kabupaten Bulukumba tetap mengacu pada Permendikbud No 44 tahun 2019 dan tetap mematuhi protocol keseahatan. Mengenai kendala yang di alami itu msih banyak orang tua siswa yang kurang paham tentang PPDB online.
c) Konsistensi
Konsistensi kebijakan PPDB online diperlukan agar arah kebijakan PPDB online yang diambil tidak mengalami simpang siur sehingga dapat menbinggunkan pelaksana atau panitia PPDB online dalam memberikan informasi agar menjadi satu suara dalam pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Bulukumba. kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba sangat konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan dengan di keluarkanya surat keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba No 1884/2285/VI Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru jejnjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menegah pertama tahun ajaran 2020/2021. Dan tetap mengacu kepada Permendikbud No 44 Tahun 2019.
2) Sumber Daya
Variabel sumber daya sangat menentukan sebuah efektivitas implementasi kebijakan publik. Kekurangan sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan dan peralatan sangat berpegaruh dalam implementasi kebijakan publik. Pada dasarnya keberhasilan suatu kebijakan dipegaruhi dengan sumber daya manusia yang kompoten, sumber daya anggaran yang memadai sarana dan persona yang mendukung. 
a) Sumber Daya Manusia
Dalam implementasi kebijakan PPDB online di pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buukumba hal yang paling utama harus diperhatikan yaitu sumber daya manusianya. Keberhasilan kebijakan PPDB online di Kabupaten Bulukumba tergantung pada sember daya manusia yang kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan. Varibel sumber daya manusia bahwa jumlah guru atau pengawai di setiap sekolah tergantung dari daya tampung rombel sekolah tersebut. Di SMPN 1 Bulukumba memiliki jumlah guru 65 dan pengawai sebanyak 11 orang dengan jumlah rombel 1.036 sedangkan di SMPN 2 Bulukumba jumlah garu 45 orang dan staf sebanyak 8 orang dan jumlah rombel yang di terimah setiap tahunya 250 siswa. Tenaga pengajar di kedua sekolah tersebut rata-rata sudah sertifikasi.  
b) Sumber Daya Anggaran
  Proses pelaksanaan PPDB online juga di pengaruhi oleh besar kecilnya sember daya anggaran yang dimiliki oleh para pengambil kebijkan. Minimnya anggaran dapat mempengaruhi dan menghambat keberhasilan pelaksanaan PPDB online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Kurangnya insetif yang diberikan kepada implementor dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. besarnya anggaran PPDB online di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi dengan jumlah siswa yang akan di terimah tiap sekolah, anggaran PPDB online hanya membiayai pembeilian ATK dan Komsumsinya tidak ada pembiayaan untuk honor untuk pembelian komsumsinya berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang diatur dalam Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
c) Sumber Daya Peralatan
Keberhasilan kebijkan PPDB online dapat terkendala dengan peralatan, peralatan disini dimaksud yaitu Gedung, Tanah, dan sarana yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan terhadap proses PPDB online. Proses PPDB online di Kabupaten Bulukumba dapat mendaftar melalui web masing-masing sekolah. Jumlah kaouta yang di terimah di SMPN 1 Bulukumba itu sebanyak 350 siswa tiap tahunya dengan 12 ruang kelas untuk kelas VII bagunan sekolah yang berdiri diatas tanah yang seluas  20.000 M² sendangkan untuk SMPN2 Bulukumba seetiap tahunya meniriam siswa 250 dengan jumlah ruang kelas 8  dengan bagunan yang berdiri diatas tanah seluas 7.685 M². Namun adanya sedikit kendala dengan rasio jumlah pendaftar dan rasio jumlah ruangan kelas yang tidak sebanding lebih banyak siswa yang mendaftar dengan daya tampun setiap sekolah.
3) Disposisi
Variabel disposisi (sikap) berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif. Ada dua indikator dari disposisi yaitu Pengangkatan birokrat dan Insentif. 
a) Pengangkatan Birokrat
Pengangkatan birokrat dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan PPDB online di Kabupaten Bulukumba bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana PPDB online di Kabupaten Bulukumba haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. varibel pengangkatan birokrat dapat disimpulkan bahwa pembentukan kepanitian PPDB online di Kabupaten Bulukumba itu diberikn tanggun jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah yang ingin melaksanakan PPDB online, jumlah kepanitian itu didasari dengan kouta siswa di setiap sekolah untuk SMPN 38 Bulukumba memiliki jumlah panitia hanya 7 orang sendangkan untuk SMPN 2 Bulukumba memiliki jumlah kepanitiaan 15 orang. Untuk pemlihan kepanitian Wakil kepala sekolah yang menjadi Ketua panitia dan kapala sekolah sebgai pananggun jawab di dalam kepanitian tersebut dibagikan bebrapa tugas ada yang bertugas untuk perifikasi berkas secara online dan ada juga ynag bertugas perifikasi berkas secara manual dan pegawai yang di tunjuk sebagai panitia adalah orang yang betul-betul paham dengan IT dan pelaksanaan PPDB online.
b) Insetif 
Insetif merupakan bagian terpenting dalam dal menunjunag keberhasilan implementasi kebijakan PPDB online dan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. berdasrkan juknis BOS biaya yang di kelurkan dalam proses PPDB online di Kabupaten Bulukumba itu hanya biaya konsumsi dan atk tidak aga insetif atau honor. Pembelian konsumsi itu harus berdasarkan SBM yang telah di tentukan dalam juknis BOS.
4) Struktur Birokrasi
Variabel struktur organisasi yang menyangkut didalamnya mengenai kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau tata kerja sangat menenentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu kondisi struktur organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi ini juga berkaitan dengan standar perasional pelakasana kebijkan dan fregmentsi atau penyeberan tanggung jawab. Penyebaran tanggung jawab ini dilakukan agar tidak terjaid kerancuan dalam melaksanakan tugas. Hal ini diperlukan kejelasan posisi yang diamban. 
[bookmark: _Hlk65752544]Dalam struktur birokrasi SMP Negeri 1 Bulukumba dan SMP Negeri 2 Bulukumba menbentuk masing-masing tim tersendiri dengan kebutuhan sekolah. Untuk menghadapi kebijakan PPDB online serta mengatasi permaslahan yang timbul karna karena adanya sistem PPDB online. Selain pembentukan tim, juga terdapatnya standar operasional pelaksana kebijakan PPDB online. SOP dalam pelaksana kebijakan PPDB online di Kabupeten Bulukumba telah disebarkan kepada seluruh panitia pelaksana. Hal mengenai tata cara, persyaratan serta sistematika pelaksanaan terdapat pada SOP ini dengan mengacu pada peraturan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. 
Faktor peendukung pada implemntasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Bulukumba terbagi atas yaitu faktor Pendukung internal dan faktor pendukung eksternal faktor pendukung ekternal Permendikbud No 20 Tahun 2019 dan faktor Internalnya Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba No. 1884/2285/VI/Tahun 2020. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sarana dan prasarana ruangan Kelas. Masih banyaknya orang tua siswa yang tidak paham tentang PPDB online di karenakan tingkat pendidkan dan propesi yang berbeda dari orang tua siswa, tidak terlibatnya orang tua siswa secara langsung dalam sosialisasi PPDB online karna Covid 19 dan kurang anggaran PPDB online.
Pada hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil peneilitian (Pangaribuan & Hariyati, 2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. Dimana dalam Hasil penelitiannya sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Gresik, sejauh ini sudah implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan efektif karena telah nampak potensi-potensi peserta didik mulai merata di wilayah Kabupaten Gresik. (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kekurang pahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya. Dan penelitian (Sari, 2020) Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat Smp Di Kota Bandung Tahun 2019. Adapun Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada tingkat SMP di Kota Bandung sudah berjalan dan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang masih belum efektif yaitu: (1) masih kurangnya ketersediaan sekolah didaerah tempat tinggal yang jauh dari area sekolah/blank spot (2) masih banyaknya pandangan masyarakat terkait sekolah favorit dan non favorit (3) masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi (4) menurunnya tingkat kompetisi calon peserta didik dalam potensi akademik. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu menyediakan atau membangun sekolah didaerah-daerah yang jauh dari area sekolah atau blank spot, mempertimbangkan kembali kebijakan sistem zonasi ini dengan memprioritaskan persentase nilai dibanding jarak.
BAB V
PENUTUP
A.	Kesimpulan.
Berdasarakan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 
1.	pelaksanaan kebijakan sisetem zonasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang berfokus pada penerimaan peserta didik baru berbasis online yang terbagi ke 4 bagian yaitu 1). Komunikasi, 2) Sumber Daya 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi sudah terlaksana namun pelaksanaanya belum berjalan efektif.
2.	 Faktor peendukung pada implemntasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Bulukumba terbagi atas yaitu faktor Pendukung internal dan faktor pendukung eksternal faktor pendukung ekternal Permendikbud No 20 Tahun 2019 dan faktor Internalnya Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba No. 1884/2285/VI/Tahun 2020. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya Sarana dan prasarana ruangan Kelas. Masih banyaknya orang tua siswa yang tidak paham tentang PPDB online di karenakan tingkat pendidkan dan propesi yang berbeda dari orang tua siswa, tidak terlibatnya orang tua siswa secara langsung dalam sosialisasi PPDB online karna Covid 19 dan kurang anggaran PPDB online, tidak adanya Web terpadu dari Dinas Pendidikan.

B.	Saran
1.	Bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian agar lebih mangkaji lagi tentang PPDB online melalui sistem zonasi dari sudut pandang yang berbeda.
2.	Bagi Kemendikbud dan jajaranya selaku ujung tombak pengambil keputusan dan kebijkan untuk lebih mempertimbangkan Langkah dalam mengambil sebuah keputusan dengan meilhat regulasi yang ada dan mendengar aspirasi masyarakat
3.	Bagi kepala Dinas Pendidikan agar segera membuat web terpadu Pendaftaran PPDB online dengan sistem zonasi dan Inprastruktur ruangan kelas di setiap sekolah di tambah.

DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Deepublish.
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
andi cudai nur, Risma Niswaty,  andi aslinda. (2020). Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
Arief, S., Jumadi, J., & Abdullah, A. (2017). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial, 2, 423–436.
Haedar Akib Implementasi Kebijakan, M., & Pengetahuan, B. (2010). Implementasi Kebijakan. In Administrasi Publik (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–11). http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6
Charmila, N., Zulkardi, Z., & Darmawijoyo, D. (2016). Pengembangan soal matematika model PISA menggunakan Konteks Jambi. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 20(2), 198–207.
Dachi, R. A. (2017). Proses dan analisis kebijakan kesehatan (suatu pendekatan konseptual). Deepublish.
Depari, F. I. (2015). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea. Universitas Medan Area.
Dror, Y. (2017). Public policy making reexamined. Routledge.
Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteriapengukurannya. Gema Eksos, 5(1), 218199.
Kadji, Y. (2015). Yulianto-Kadji-buku-formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik. UNG Press Gorontalo.
Kingdon, J. W., & Stano, E. (1984). Agendas, alternatives, and public policies (Vol. 45). Little, Brown Boston.
Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 1(1), 34–38.
Matilla-santander, N., Lidón-moyano, C., González-marrón, A., Bunch, K., Martín-sánchez, J. C., Martínez-sánchez, J. M., Ma, L., Yin, J., Panisoara, G., Serban, M., Matilla-santander, N., Lidón-moyano, C., González-marrón, A., Bunch, K., Martín-sánchez, J. C., Martínez-sánchez, J. M., Shahdadi, H., Yazdanpenah, A., Ghavam, A., … de Chavez, J. (2016). 済無No Title No Title. Journal of Chemical Information and Modeling.
McLaughlin, B. J., Barber, R., Saito, K., Roberts, E., & Wu, J. Y. (1975). Immunocytochemical localization of glutamate decarboxylase in rat spinal cord. Journal of Comparative Neurology, 164(3), 305–321.
Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. In Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pamungkas, B., Flassy, D. A., Yudanto, S., Rachman, H. A., Rahayu, S., Komarudin, S., & Setijono, H. (2018). Accrual-based accounting implementation in Indonesian’s local governments compared to other countries’ experiences. Man in India, 98(1), 1–23.
Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. Inspirasi Manajemen Pendidikan.
Permendikbud. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah .
Pulungan, I. (2019). Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman. https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1803
RI, U. (2000). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS),.
RI, U. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
RI, U. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
RI, U. (2011). UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang juga disebut sebagai hirarki kebijakan publik.
Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik.
Saleh, C., Islamy, M. I., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2013). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Universitas Brawijaya Press.
Sari, P. I. P. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP di Kota Bandung tahun 2019. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Sefrina, G. E., & Suwitri, S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan. Journal of Public Policy and Management Review, 8(2), 169–183
Snelbecker, G. E. (1974). Learning theory, instructional theory, and psychoeducational design. McGraw-Hill.
Solichin, A. W. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In Bumi Akasara, Jakarta.
Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.
Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru. In Media Pressindo.

